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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan era globalisasi, dan kemajuan teknologi dan informasi memberikan dampak bagi perubahan disetiap masa. Perkembangan teknologi memberikan dampak bagi kemajuan setiap negara. Untuk bersaing di persaingan di era globalisasi,
 Di Indonesia pengguna internet pada tahun 2000, masih berada pada angka 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau berkisar 2 juta orang. Pada Maret 2017,   masyarakat pengguna fasilitas dunia maya ini telah mencapai 50,4 persen atau sekitar 132,7 juta orang bahkan statista.com memprediksi pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia akan mencapai 144,2 juta orang. 

Penggunaan internet memberikan kebebasan berekspresi terhadap seseorang dengan adanya komunikasi yang dapat memberikan informasi, dan memberikan pengaruh cara pandang seseorang. Dari banyaknya manfaat yang didapat dari media sosial, perkembangan teknologi memberikan dampak dalam perkembangan hukum pidana, yaitu semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, dikarenakan perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi Elektronik dan 

Transaksi Elektronik (ITE) Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Upaya menjaga ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan masyarakat, diperlukannya pembaharuan hukum. Hukum siber (Cyber law) menjadi tuntutan untuk perubahan.
 Hukum (Cyber Crime) merupakan istlah hukum yang berhubungan dengan Teknologi Informasi (TI), dan dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata.
 Ketentuan aturannya diatur pada Undang-Undang Cyber Crime yang telah dimasukan kedalam lUndang-Undang Informasil Elektronik dan Transaksil Elektronik (ITE).
 

lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2008 Tentangl Informasi Elektronik danl Transaksi Elektronikl (ITE) adalah Undang-Undangl yang membayangkan grafis pengguna media elektronik yang semakin berkembang. Bentuk larangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Tranaksi Elektronik (ITE) yaitu : Mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila (Pasal 27), mendistribusikan berita bohong atau hoax (Pasal 28), menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (Pasal 29), mengakses, mengambil, meretas system elektronk milik orang lain (Pasal 30).

Salah satu bentuk tindak pidana dalam Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sering terjadi yaitu tindak pidana kesusilaan dibidang IT, Misalnya pada kasus Baiql Nuril Maknunl yang didakwal melanggar Pasar 27l ayat (1) UUl ITE olehl Mahkamah Agungl (MA) ditingkat kasasil dan divonisl dengan penjaral selama enaml bulan danl denda sebesarl lima ratusl juta lrupiah. Kasus inil bermula padal saat lH. Muslim, lKepsek. SMAN 7l Mataram, memintal terdakwa Baiql Nuril Maknunl dan Landriatil di SMANl 7 Mataraml untuk bekerjal lembur dil luar jaml kantor sekolahl dan kerjal lembur itul dilakukan dil Hotel Puril Sar lSaron, Senggigi. Padal saat H. Musliml bersama Baiql Nuril Maknunl dan Landriatil masuk kel kamar lhotel, H. Musliml menyuruh Terdakwal bersama anaknyal yang masihl kecil untukl bermain dil kolam renangl hotel, sementaral H. Musliml dan Landriatil berada dalaml kamar hotell dan terdakwal kembali kel kamar hotell dan lH. Muslim menyesalkanl atas kedatanganl terdakwa kel hotel yangl dianggap lH. Muslim begitul cepat.

Keesokanl harinya lH. Muslim meneleponl terdakwa danl dalam
percakapanl tersebut, H. Musliml menceritakan peristiwal yang dialamil
yaitu peristiwal persetubuhan denganl Landriati denganl menggunakan bahasal Sasak danl percakapan tersebutl direkam olehl terdakwa tanpal sepengetahuan H. Musliml sang Kepalal Sekolah, denganl alasan agarl tidak dituduhl memiliki hubunganl gelap denganl H. Musliml sang Kepalal Sekolah.

Isil rekaman percakapanl tersebut disimpanl dalam HPl milik terdakwal selama hampir satul tahun danl saat itul H. Imaml Mudawin mendatangil terdakwa beberapal kali denganl tujuan untukl meminta rekamanl tersebut untukl dilaporkan Dewanl Perwakilan Rakyatl Daerah Mataraml dan terdakwal kemudian menyerahkanl HP, danl kemudian kabell data disambungkanl ke laptopl milik H. Imaml Mudawin danl saat itul isi
rekamanl suara yangl disalin, dicopil H. Imaml Mudawin itul tersebar kel
teman-teman sejawatnyal di SMAl 7 begitul juga lseterusnya.
Dan bukanl atas kehendakl Terdakwa isil rekaman tersebutl tersebar,
akhirnyal sang kepalal sekolah melaporkanl terdakwa denganl tuduhan
melakukanl pelanggaran Pasall 27 ayatl (1) UUl ITE danl PN Mataraml
memvonis bahwal terdakwa tidakl terbukti menyebarkanl konten yangl
bermuatan pelanggaranl kesusilaan.

Upaya Pemerintah untuk menangani kasus-kasus hukum Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dikeluarkannya Surat Keputusa Bersama (SKB) 3 Menteri.  Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri adalah suatu peraturan yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian, guna mengatur tugas dan wewenang suatu kementerian dalam menjalankan tugasnya. SKB 3 Menteri Tahun 2021 bekerjasama antaral Menteri Komunikasil dan Informatikal Republik lIndonesia, Jaksa Agungl Republik lIndonesia, dan Kepalal Kepolisian Republikl Indonesia. Yang bermuatan tentangl Pedoman Implementasil atas Pasall tertentu dalaml Undang-Undangl Nomor 11l Tahun 2008l Tentang Informasil dan Transaksil Elektronik Sebagaimanal telah diubahl dengan lUndang-Undang Nomor l11 Tahun 2008 Tentangl Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari uraian singkat diatas, Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia terhadap yang disingkat dalam sebuah karya ilmiah Skripsi berjudul “AKIBAT HUKUM SKB MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk tindakl pidana yangl diatur dalaml Undang-Undangl Nomor 19l Tahun 2016l Tentang Informasil dan Transaksil Elektronik (lITE)?

2. Bagimana akibat hukum SKB 3 Menteri Tahun 2021 dalam penanganan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

C. Tujuan Peneltian

Berdasarkanl rumusan masalahl yang terurail diatas, makal tujuan daril penelitian inil yaitu sebagail berikut:  

1. Untukl mendeskripsikan bentuk tindak pidanal Informasi danl Transaksi Elektronikl (ITE).

2. Untuk mengkaji akibat hukum SKB 3 Menteri Tahun 2021 terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan wawasan, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui SKB 3 Menteri Tahun 2021 atasl Pasal tertentul dalam lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2018 Tentang Informasil dan Transaksil Elektronik.

2. Secara Praktis

Dari kegiatan penelitianl ini diharapkanl dapat bermanfaatl bagi beberapal pihak:

a. Memberikan informasil kepada masyarakat untuk mempelajari hukum yang berlaku terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sebagai bahan referensi rujukan, bahan pertimbangan, informasi tambahan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapunl penelitianl yangl terkait ataul referensil yangl berhubungan denganl penelitian lini:
1. Gusti Agung Kiddy Krysna Zulkarnain, Eko Soponyono, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal ini membahas Kebijakan formulasi tindak pidana informasil dan transaksil elektronik (UUl ITE) terdapat kekurangan yuridis dalaml kebijakan transaksi lelektronik. yaitu: Masalah tidak adanya penentuan kualifikasi jenis tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, masalah formulasi delik aduan, dan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Dan jurnal ni menyatakan kebijakan formulasi tindak pidana informasi elektronik (UU ITE) kedepan perlu adanya revisi pada UU ITE dan terdapat pengaturan secara jelas terkait penentuan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.

2. Melani, Hari Sutra Dsemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non Konvensional”, Jurnal ini membahas hadirnya kebijakan hukum pidana dibidang Transaksi Elektronik dan pengaturan tindak pidana dibidang Transakesi Elektronik. Jurnal menyatakan yang melatarbelakangi lahirnya UU ITE adalah semakin berkembang kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan demikian hukum juga harus berkembang untuk memberikan fungsi keamanan. Implementasi terdapatl dalam lUndang-Undang Nomorl 19 Tahunl 2016, UU ITE ini mengatur terkait hukum acara dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

3. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Tehadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pada Media Sosial”, Jurnal ini membahas ciri serta karakteristik media sosial, jenis pelanggaran tindak pidana media sosial, dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jurnal ini menyatakan pasal yang termaasuk dalam ranah pidana menurut lUndang-Undang Nomorl 11 Tahunl 2008 adalah pasal-pasal pencemaranl nama lbaik, menyebarkan berita bohong, penistaan, memfitnah. Dari segi perlindungan UU No. 11l Tahun 2008l tentang Informasil dan Transaksil Elektronik cukup melindungi bagi lmasyarakat, akan tetapi dianggap tidak efektif. Dilihat daril sisi penegakanl hukum yangl seharusnya diberikanl kepada korbanl dari medial sosial, tetapil lemahnya penanganan aparat penegak hukum dan tidak konsisten sehingga sampai saat ini minim kasus yang diselesaikan.

Adapunl yang membedakanl penelitian inil  dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengkaji akibat hukum SKB 3 Menteri Tahun 2021 terhadap tindakl pidana Informasil dan Transaksil Elektronik (ITE).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenisl penelitianl yang digunakanl inil adalah penelitianl kepustakaanl (libraryl research). Library researchl adalah penelitianl dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumberl pertaruran perundang-undangan, dokemen resmi, buku-buku, publikasi, danl hasil lpenelitian. Penelitian inil termasuk penelitianl kepustakaan karenal menggunakan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan Informasi dan Trnsaksi Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatanl yangl digunakanl dalam penelitianl inil yaitu pendekatanl normatif. Pendekatanl normatifl adalahl pendekatan yangl dilakukan dengan cara meninjau terhadap norma-norma hukum, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan atau terdapat dalam putusan pengadilan.

3. Sumber Data

Sumberl data dalaml penelitian hukum inil yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan mengacu pada informasi yang didapat melalui sumber yang sudah ada maupun diperoleh dari seseorang.
 Dalaml penelitian datal sekunder lmeliputi:

a. Bahanl Hukum Primerl
Bahanl hukum primerl adalah bahanl hukum yangl bersifat autoritatif dan memilikil kekuatan hukuml mengikat dan harus tunduk, lmeliputi: 

1) SKB 3 Menteri Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.   

2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3) Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal
4) Kitabl Undang-Undangl Hukum Acaral Pidana

b. Bahanl Hukum Sekunderl
Bahanl hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, yang berupa karya ilmiah, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. 

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metodel pengumpulanl datal yang digunakanl dalaml penelitianl ini adalahl Studil lKepustakaan. Kegiatan ini dilakukan melaluil serangkaian kegiatanl membaca, resensi danl kutipan buku danl majalah sastra, serta melakukan penelitian tentang peraturan lperundang-undangan serta permasalahan yangl terjadi.

5. Metode Analisa Data

Metodel analisisl data yangl dilakukanl dalam penelitianl inil adalahl kualitatif. Analisis data kualitatifl digunakan dengan mengumpulkan data naratif, meliputi sikap, perilaku, keyakinan, dan reaksi manusia. Analisis data kualitatif dengan mendefinisikan konsep-konsep umum yang dapat dilakukan melalui wawancara individu sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Peneliti menggunakan sampel kecil untuk menemukan dan memperluas data untuk kelayakan dan pendalaman.

G.  Sistematika Penulisan

Dalaml penelitian yangl berjudul “Akibat Hukum Skb Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2021 Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, akanl dibuat sistematikal penulisan denganl disusun dalaml keempat babl yang salingl berkaitan, keempatl bab tersebutl sebagai lberikut:

Babl I Pendahuluanl
Babl ini memuatl latar belakangl permasalahan, rumusanl masalah, tujuanl penelitian, manfaatl penelitian, tinjauanl pustaka, metodel penelitian yangl terdiri daril jenis lpenelitian, pendekatan lpenelitian, sumber ldata, metode pengumpulanl data, metodel analisis ldata, dan dilanjutkanl dengan sistematikal penulisan.

Babl II Tinjauanl Konseptual
 Babl ini memuatl tinjauan umum dan landasan teoril yang berhubunganl dengan permasalahanl yang diangkatl dengan memperhatikanl variabel penelitianl yang termuatl dalam ljudul.

Babl III 
Bab ini memuat hasill Penelitian danl Pembahasan, pada babl ini berisi uraianl data hasill penelitian yangl telah ldiolah, dianalisis danl ditafsirkan, sertal pembahasan yangl menjawab permasalahl skripsi lini.

Babl IV Penutupl
Babl ini memuatl kristalisasi semual yang telahl dibahas sebelumnyal dan menjawabl rumusan masalahl yang didalamnyal berisikan kesimpulanl dan saranl dari semual hasil yangl telah dicapail dalam lmasing-masing babl sebelumnya.
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